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" Menimbseng 1 a'.‘. bahwa dalam rangka menggall sumber pendapatan Daerah, perlu mo=-
' manfaatkan kekayaan alam yang terkandung didalam Wilayah Daerah
_ Tingkat II Paoitar, antara lain berupa Bumput laut yang terdapat
-+ ) disepanjang Wilayah peralran Kab@a‘tm Dae.rah Tingkat II Pacltian.

T.\..”z bahwa agar pemanfaatan BEumput Laut d.imalcsud. pada buruf a KonBi-
deran Menimbang: inl hlea terkendaliy maka dipandang perlu T Mg
ngatur tata cara penggmbllannya dengan manetspkan = dalam suatu

.. Peraluran Daarah,

Mangingat ¢ 1, Undang « undang Nomor 5 tahun 1974 taniang Pokok-pokok  Pamerl
| . tahan 44 Daersh §

2, Undang :- undang: Nomor 12 tahwun 4950 tantang Pembeniukan Daerah
_ Kabupaten dalam linglungan Propinei' Jawa Timur 3 '

| ;.“ Undang = mdang Nomor 12 :D.'dt. tahun 957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daerah. § '

4 Und.ang = undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentumn- ketentuan
. Pokok. Pengelolaan Lingkungan Hidup -
Se Pera.turan Pomorintah Nomox 29 tahun 1986 tentang Analisis Dampak

6.‘} Peraturan Menters Dalam Negerd Nomor 34 talmn 1974 tentang Den-
{uk Peraturan Daerah j | |
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S Pacal 6. . ...

. Tebhilr'pengémbiiaﬁ'numput “Lent-barus dilekukan dengan cara
pemotongan terhadap Romput Laut dimalusud sesual dengan ke
' tentuan yang akan diatur clah Kepala .'Baerah.
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L ______Pasal ;[_ e - .

- (1) Tindak pidana tarhadap ketmtuan pa.sal 3 gyat (‘I)pasal -
5 dan pasal § Poraturan Baerah ini diancam dengan e
pidana kurungsn selama-lamanya 6 (anam) bulan - - - atau
- danda sebanyak—banyaknya Rp. 50.boo,oo (Llima paluh -
ribu rupiah) R

| (2) Tindak pidana dimsksud pada a;yat (1) pasal ini bers_:!;_
fat pelangga:ran. '

BL.’B i
' KEI‘E\ITUN PENIIIEKEN’

Pa.sai 8 .

Selain oleh Pejabat Pepyidik umm penyidiken atas tindak -
Ipidana sabagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal T . -per -
* aturan Baersh ini jugs dilskuksn oleh Pejabat Peryidlk =

 : Pegawal Negeri Siptl ai 1ingkungan Pemerintsh  Kabupaten
Baerah Tingkat II Paeitan. : '

BL.’B m
KE’I‘RITUMT PEBALILH BaN rmnmr

Pasal 9

(1) Hal~hai yang belum culkuzp diatdr dalam Poraturan Baorsh
: ini'sepanjang mengenai pellaks.anaaﬁnya skan diatur =
lehih 1anjut oleh Kepala Baerah atau Pejabat yang

- {2) Bengan berlahmya Peraturan Baerah ini, naka Peraturan
Daerah Kabupaten Baerah Tingkat II Pacitan Nomoz: 16

~ tshun 1980 dengan segaia perubshannya dinyatekan ai
cabut dan tidek berlalu lagis -
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7+' Poraturan Daerah Kabupaton Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12
- tehun .1979 dengan eegala perubahannya tentang Tang Legaa 3

8¢’ Paraturan Daéra.h Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomox T
tahun 1988 ta.ntang Penyidik Pegawai Nageri Sipil Dilinghmgan
~ Pomerintah Ka‘bupaton Daerah Tingkat II Pacitan,

Dongan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kahupatm Daerah Tingkat II-
Pacitan,

MEHUTUSKIN

Monetapkan = 3 PERATURAY DAM KADUPLTEI DATRAT TINGEAT IT PACTTAR TINTANG
 PNGABIIAY KUMPUT LADT IIISZEE’HUJNG WII&IJII PERATRAN KABUPATEN
DAERAI TINCKAT II PLCITAH .

. DAD I
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Paaai 1

Daiam Peraturan Daera.h ini yang dimaksud dengan 13tilah ] .

2’ Pemerintah Daerah, iaiah Pemerintah Kabupaten Daerah. Tingkat :
II Pacitan 3

bs' DFRD, ialsh Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kahupaten Daerah -
- Tingkat I[ Pacitan 3 '

oe Kepala. Daerah, iala.h Dupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan

. do Bumput Laut, ialsh Runput laut yang terdapat diaepanjang -
~ Wilaysh peralran Kabupaten Daeraljt Tingktat II Pacitan j

0o Wilayeh Perairan, 1alsh Pantal Samodra Indonesia yang berada
~ diwilayah Kabupatea Daexrah Tingkatl II_ Paoitan j
X Pamborong, i_aiah eeseorang 'ataﬁD_'adan Hukum yang telah men=
dapat I3jin dari Kepala Daersh atau Pejabat yang dltunjuk -
untuk pengam'b:‘f.l'an Kumput Laut j
&+ Pomegang Ijin; ialah Pem‘bb:x_:ng 'yang tolah momasukkan penawar-}_
an tertinggl diberi hak melakukan penganbilan Bunput Lauts
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‘Pa.eal 2

'_(1) Pangambnan Rumpu't I.a:ut aa‘ba.gaimana dimaksud h:u:uﬁ d pasal 1
Peraturan Daerah inl: hs.mra dapa:t dllakukan satelah pemborong 3
mondapatkan Ijln da.‘ri Kepala Da.erah a‘tcﬁ Pejabat yang Q= - )
tunjuk oleh Kepala Daerah 5 .

(2) Untuk mendapatkan Ijin dimaksud gyat (1) pasal inml- pem'borong _
terlebih dahmlu harus memasukkan penawaran secara tertulis - .
kepada Kepala Daerah dan dimakulckan dalam sampul tertutup ;

_ (3) Ijln ha.::ya di'berilcan lcepada pem'bo:r:ong yan.g memaBukkan nllai- :
' pena.waran 'tertlnggi ; -

(4) Mlal penavaran éinakeud ha:ma telah dbeyer lunss pa.da. saat
Ijln dikeluarkan j . |

(5) Sla.papun dllorang: man.gam'bll rumput laut tanpa Ijin darl - -
Kepala Daersh atau Poja.’ba,t yang dltunjulky S

s Pasall 3

e s e Am e me e L

(‘l) Ijin. dimaksud pa.da aya‘t (1) pasal 2 Peratu:r:an Daerah in.‘!. 'ber
o laku Belama‘l(satu) tahun. '

(2] Pemborong yang telsh habis masa berlalqmya surat Ijln ter -
. . sebut ayat (1) pasal’ inl dapat mengajukan kemball sesual lcg- e
tentuan pasal 2 Peraturan Daerah inl.. | -

Pasal 4

Dasil pemasukan darl nilal penawaran dlnaksud dalam pasal 2 ayat
* (4) Peraturan Daerah ini merupaken pendapatan Daersh dan “harus
_@dsetor ke I{as Pemerintah Da.erah.‘ : '

"D.AD.IIT
: mﬁdznm PRMECANG IJIN

Pasal § -

(1) Selama. melalcsanakan pangam'bilan Rumput I.aut, pemegang ‘Ijln
wajlb mentaatl Begala. ketentuan yang dltatapkan oleh I{epala
Daera.& ; - :

' (2) Kepada pemegang I;jin yang tidalc mentaati ke‘tantua.n dimalcsud'
pada ayat (1) pasal inl dapat dioalut Ijlmnya dengan tanpa
- mendapat pengomballan dari semua blaya sehu'bungan dengan -
pemberien IJln, '
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Pasal 10

_ Peraturan-Daerah ipi milal berlaku pada tanggal diundangkan

- Agar-setiap "_‘"'Drang:'mmgetab:iwa ‘mamerintahkan pengundangan .

Peraturan Dasrah ini - dengan mencantumkan ‘dalam Lembaran
Daerak Kabupatan Daerak Tingkat II Pacitan,

| | . Pacltan, 3 AMRsT 179D
WAKILAT RAKYAT DAERAN. . DUPATI KEPALA DAFRAN TEAGKAT IT
TTHGKAT II PACTTAN . . . PACITAN
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I”N’G&I-EIL&H RUMPUT LADT DESEPAIJLNG WILAYAH
m RABUPATEN DAERAE TIIIGIJT II PACITAN

I, PEVJELASAY oM

Dahwa dalem rangka memelihara, mongembangkar, memanfaatkan dan mangendali_
kan pengembaliian Humput Laut yang terdapat disepanjang: Wilayah perairan Kabu~

paten Daerah Tingkat II Paclian oleh flhak lain, dipandang perlu - : memngalur
katmtum.hatentuan pmgambdlamwa dengan mmatapkan dalam auatu Peraturan
Daarah." '

‘Hal te:-sa‘nuf dimakeudkan agar kelangeungan bldup Duput Laut, yang merupa
- kan aalah jéatu 'potmal"baaar bagt pandapatan daerah, terpelihara dan terjaga -
kelestariannya dengan balk, sebingga tldak Tusak dan akan mengarah - kearah ke-
' punahannya eebagal aklbat dari pangambilan yang kurang bertasnggung jawabe

IT. PESJELASAY PASAL EDT PASAL

| Pasal 1 L xc'ukup jelas, -

Pasal 2 ayat C‘I) B/i(B) ¢ Cukup Jelaa, . .
. Pasal 2 ayat (4) - t Yang dlmaksudkan ayat inl adalah bagi pem~

borong yang: memasu.kl;an penawaran tartinggl
dan telah mendapatkan Ijin dari - Eepala
Daerah, maka bersamaan dengan &lterimannya
IJjin dla harus. mémbayéi‘ lunas sebesar nie
lal _peném‘ara:nl yang dla maéuldcangf

Pasal 3 i R ot Culcup jalas."'!

Pasal 4 e ot Cukizp_jslas." -_ .'
Pasai 5 o ¢ Culp jelass
Pasal 6 N o | 3 CUkI..Ip.jalaB:

‘ Pasal T : 3 Cukup jelas,’
Pasal 8 - _ _ t Culkup Jolss,
Pasal 9 | ¢ Cukup jalass

Pasal 10 1 Culap




